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 ABSTRAK 

HoaxNdapat menyebabkanMperdebatan hinggaNbukan tidakNmungkin sampai 

memutuskanJpertemanan. ApalagiJhoax tersebutJyang mengandungJSARA yang 

sangatjrentan mengundangjgesekan antarJmasyarakat menggangguNstabilitas 

negarajdan kebinekaan.jHoax dalamjkonteks pemberitaanjyang tidakjjelas asal-

usuljpembuatnya, memangjtidak bisajdijerat olehjUndang-UndangjPers, karenajitu 

agakJsulit membedakanJmana PersJyang MainstreamNmana yangNPers Hoax. 

Banyaknya berita-berita palsu yang menimbulkan keonaran di masyarakat, salah 

satu yang sering terjadi di Indonesia dan marak muncul akhir-akhir ini adalah 

munculnya kerajan-kerajaan baru yang mengatasnamakan diri sebagai penolong 

diantara masyarakat sehingga menimbulkan keonaran diantara masyarakat. 

Kerajaan-kerajaan tersebut mengklaim sebagai penolong tersebut menimbulkan 

keonaran diantara para masyrakat, karena sebagian masyrakat menganggap hal 

tersebut benar adanya, sedangkan sebagian masyarakat sisanya tidak percaya 

dengan kerajaan tersebut. Dalamjfilsafat bahasajonar memilikijarti ributjatau gaduh 

sedangkanJkeonaran adalahJhasil dariJperbuatan onarJitu, keonaranJsudah bisa 

terjadiJdengan melibatkanNdua orangNsaja, tetapiNdalam kelanjutannyaNharus 

melibatkanJorang-orang yangJlebih banyak.JKeonaran akanJterjadi terjadiJdengan 

timbulnyaJsituasi yangJmembuat publikJheran, bingung,Jserta bertanya-tanya. 

Kegaduhanjdi mediajsosial jugajbisa jugajdisebut denganjkeonaran. Padajpasal 14 

Ayatj(1) danjAyat (2)jUndang-UndangjNomor 1jTahun 1946jTentang Peraturan 

HukumjPidana, AyatJ1 “Barangsiapa,Jdengan menyiarkanJberita bohongJatau 

pemberitahuanJbohong, denganJsengaja menerbitkanJkeonaran diJkalangan 

rakyat,Jdihukum denganJhukuman penjaraNsetinggi-tingginya sepuluhNtahun” 

sedangkanJpada AyatJ2 “ barangJsiapa menyiarkanjsuatu beritajatau mengeluarkan 

pemberitahuanjyang dapatjmenerbitkan keonaranjdikalangan rakyat,jsedangkan ia 

patut dapatJmenyangkan bahwaJberita atauJpemberitahuan ituJadalah bohong, 

dihukumJdengan penjaraJsetinggi-tngginya tigaJtahun”. 

 

ABSTRACT 

 

HoaxesJcan leadJto the emergence of impossible to break friendships. Moreover, 

the hoax is SARA which is very vulnerable to invite interaction between 

communities related to the state and diversity. Hoax, in the context of reporting 

with unclear origins, cannot be ensnared by the Press Law, because it is rather 

difficult to distinguish between Mainstream Press and Hoax Press. There is a lot of 
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fake news that causes trouble in the community, one of which often happens in 

Indonesia and has emerged recently is the emergence of new kingdoms that act in 

the name of themselves as helpers among the people, causing public trouble. These 

kingdoms claim to be a helper, causing trouble among the people, because some 

people think this is true, while the rest do not believe in the kingdom. In philosophy, 

theJlanguage ofJtroublemakers hasJthe meaningJof beingJnoisy orJnoisy, while 

troubleJis theJresult ofjthe actionsjof thejtroublemakers, troublejcan alreadyjoccur 

byjinvolving onlyjtwo people,jbut injthe continuationjit mustjinvolve morejpeople. 

Troubles will occur with the emergence of a situation that makes the public 

surprised, confused, and wondering. The uproar on social media can also be called 

trouble. In Article 14 Paragraph (1) and Paragraph (2) of Law Number 1 of 1946 

concerning the Regulation of Criminal Law, Paragraph 1 "Whoever, by 

broadcasting false news or false notifications, intentionally causes trouble among 

the people, shall be punished with imprisonment as high as the sky. - ten years in 

height" in 2 "whoever broadcasts news or issues a notification that can be published 

as a disturbance to the people, while he can imagine in his imagination that the 

notification is a lie, is punished with a maximum imprisonment of three years". 

 

1. PENDAHULUAN 

SejarahJpanjang IslamJberada diJIndonesia dimulaiJpada abadJ7 M 

denganJberhijrahnya bangsaJArab melaluiJSamudera HindiaJdan melaluiJjalan 

darat.JPerkampungan-perkampungan yangJdidirikan olehJbangsa Arabjmenjadi 

bukti IslamJtelah masukJpada abadJtersebut. TempatJyang beradaNdi rute 

perdaganganNdaerah MalabarNdan pulauJSailan merupakanJbukti Indonesia 

menjadiJbagian dariJperluasaan kekuasaanjBani Umayyahjpada saat itu, melalui 

pendekatanJekonomi atauJtransaksiJperniagaan.1 

Mulai dari itu, perkembangan sejarah-sejarah yang telah dilalui, kemudian 

tersisa kerajaan-kerajaan yang kini diakui oleh pemerintahan Indonesia, 

termasuk Kesultanan Yogyakarta, Kesunanan Surakarta, dan kerjaan-kerajaan 

lainnya yang telah melalui berbagai proses sejarah termasuk berperan penting 

dalam kemerdekaan Indonesia seperti kerajaan Kesultanan Yogyakarta yang 

sempat menjadikan Yogyakarta menjadi Ibukota sementara waktu awal periode 

Kemerdekaan Indonesia. 

                                                           
1 Fabian Fadhly, Islam dan Indonesia Abad XIII-XXM Dalam Perspektif Sejarah Hukum, VeJ 

Volume 3, Nomor 2, Hal. 385 

Keyword: Crime, Disruption, Fake Kingdom, Keraton Sejagad 
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Kemudian dari hal tersebut kemudian banyak timbul kegiatan-kegiatan 

masyarakat yang mengklaim diri mereka sebagai kelompok kerajaaan-kerajaan 

yang merupakan turunan atau warisan dari kerajaan-kerajaan besar. Namun, hal 

tersebut tidak jarang menarik masyarakat dan sering kali informasi tersebut 

menimbulkan keonaran diantara masyarakat. DalamWkehidupan sosial 

masyarakatJtimbul berbagaiJpokok permasalahanJyang menimbulkanJkerugian 

dalam lapisanJmasyarakat. SalahJsatunya adalahJtimbulnya beritaJbohong yang 

disebarkanJoleh oknum-oknumJtertentu untukJmendapatkan keuntungJsecara 

pribadijatau hanyajsekedar iseng.jBerita bohongjadalah beritajyang isinyajtidak 

sesuaiJdengan kenyataan.JHoax dalamNBahasa IndonesiaNdiartikan sebagai 

beritaJbohong, informasiJpalsu, atauJkabar dustaJsedangkan menurutJkamus 

bahasa Inggris,Jhoax artinyaJolok-olok,Jcerita bohong,Jdan memperdayakan 

aliasJmenipu.2  

MaraknyaWberedar beritaWhoax iniWdapat berakibatWburuk bagi 

perkembanganJnegara Indonesia.JHoax dapatJmenyebabkan perdebatanJhingga 

bukanJtidak mungkinJsampaiJmemutuskanJpertemanan. ApalagiJhoax tersebut 

yangJmengandung SARANyang sangatJrentan mengundangNgesekan antar 

masyarakatjmengganggu stabilitasjnegara danjkebinekaan. Hoaxjdalamjkonteks 

pemberitaanjyang tidakjjelas asal-usuljpembuatnya, memangjtidak bisajdijerat 

oleh Undang-UndangjPers, karenajitu agakjsulit membedakanjmana Persjyang 

Mainstream manajyang PersjHoax.3 

Banyaknya berita-berita palsu yang menimbulkan keonaran di masyarakat, 

salah satu yang sering terjadi di Indonesia dan marak muncul akhir-akhir ini 

adalah munculnya kerajan-kerajaan baru yang mengatasnamakan diri sebagai 

penolong diantara masyarakat sehingga menimbulkan keonaran diantara 

masyarakat. Kerajaan-kerajaan tersebut mengklaim sebagai penolong tersebut 

menimbulkan keonaran diantara para masyrakat, karena sebagian masyrakat 

                                                           
2 Christiany Juditha, Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya, Jurnal 

Pekommas, Vol. 3 No. 1, 2018, h.31. 
3 Nur Aisyah Siddiq, Penegakkan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Berita Palsu (Hoax) 

Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Yang Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang 

No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Dalam Lex Et Societatis Vol. 

V/No. 10/Des/2017, Hal 26 
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menganggap hal tersebut benar adanya, sedangkan sebagian masyarakat sisanya 

tidak percaya dengan kerajaan tersebut. 

DalamJfilsafat bahasaJonar memilikiJarti ributJatau gaduhJsedangkan 

keonaranJadalah hasilJdari perbuatanJonar itu,Jkeonaran sudahJbisa terjadi 

denganNmelibatkan duaNorang saja,Ntetapi dalamMkelanjutannya harus 

melibatkanJorang-orang yangJlebih banyak.JKeonaran akanNterjadi terjadi 

denganJtimbulnya situasiJyang membuatJpublik heran,Jbingung, serta bertanya-

tanya.JKegaduhan diJmedia sosialJjuga bisaJjuga disebutJdengan keonaran.4 

BeritaJbohong adalahJberita yangJisinya tidakJsesuai denganJkebenaran 

yangWsesungguhnya (materieleWIwaarheid). MenyebarkanIIWmaksudnya 

menyampaikanJ(berita bohong)Jpada khalayakJumum inJcasu melaluiJmedia 

elektronik,Nsehingga beritanitu tersebarMdan diketahuiWolehNpublik.5 

MenyebarkanJberita bohongJtidak bisaJditujukan padaJsatu atauJseseorang 

tertentu.JMelainkan harusJpada banyakJorang (umum).JMengirimkan berita 

bohongJdengan melaluiJE-mail padajseseorang, tidakjtermasuk padajpengertian 

menyebarkan,jkarena sekedarjditujukan padajpada satuJorang saja.JNamun 

memuat/mentransmisikanJberita bohongJmisalnya denganNdalam twitter, 

facebook,Jyoutube yangJsifatnya terbukajdapat diketahuijoleh orangjbanyak.6 

Berdasarkan latar belakang dan petimbangan dijatas makajpeneliti tertarik 

untukjmengambil penelitianjdengan Judul “Tinjauan YuridisJTentang Tindak 

PidanaJMembuat Keonaran DiJMasyarakat (StudiJKasus PendirianJKerjaan 

Palsu Keraton Agung Sejagat)”. 

 

2. METODE 

PenelitianMHukum EmpirisNadalah suatuJmetode penelitianNhukum yang 

menggunakanJfakta-fakta empirisJyang diambilJdari perilakuJmanusia, baik 

perilakuJverbal yangJdidapat dariJwawancara maupunJperilaku nyataJyang

                                                           
4 Taufiq Siddiq, Penjelasan Ahli Bahasa Makna Keonaran Di Sidang Ratna Sarumpaet, 25 April 

2019, Dalam https://metro.tempo.co/read/1199107/penjelasan-ahli-bahasa-makna-keonaran-di-

sidang-ratna-sarumpaet/full&view=ok , Diakses pada Rabu 12 Februari 2020, Pukul 22.00 WIB. 
5 Adam Chazawi, Ardian Ferdian, 2014. Tindak Pidana Pemalsuan, Jakarta: PT Rajagrafindo 

Persada. hal 236.  
6 Adam Chazawi, Ardian Ferdian, 2014. Tindak Pidana Pemalsuan, Jakarta: PT Rajagrafindo 

Persada. Hal 236 

https://metro.tempo.co/read/1199107/penjelasan-ahli-bahasa-makna-keonaran-di-sidang-ratna-sarumpaet/full&view=ok
https://metro.tempo.co/read/1199107/penjelasan-ahli-bahasa-makna-keonaran-di-sidang-ratna-sarumpaet/full&view=ok
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dilakukanJmelalui pengamatanJlangsung. PenelitianJempiris jugaJdigunakan 

untukJmengamati hasilJdari perilakuJmanusia yangJberupa peninggalanJfisik 

maupunJarsip.7 

DalamJPenelitian ini,Jsifat penelitianjyang akanjdilakukan penulisjadalah 

penelitianjdeskriptif. MenurutjSukmadinata, penelitianjdeskriptif adalahjsuatu 

bentukjpenelitian yangjditujukan untukjmendeskripsikanjfenomena-fenomena 

yangjada, baikjfenomena alamiahjmaupun fenomenajbuatan manusia. fenomena 

itujbisa berupajbentuk, aktivitas,jkarakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, 

danjperbedaan antarajfenomena yangjsatu denganjfenomena lainnya.8 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pengaturan tentang Tindak Pidana Keonaran menurut Peraturan 

Hukum Pidana di Indonesia 

DalamNUndang-UndangNNomor 1NTahun 1946Ntentang Peraturan 

HukumNPidana, PasalN14 danJPasal 15Jmengatur tentangJadanya tindak 

pidanaJkeonaran yangJisinya sebagaiJberikut: 

PasalJ14 

(1) 

“BarangNsiapa, denganMmenyiarkan beritaNatau pemberitahuan 

bohong,Jdengan sengajaNmenerbitkan keonaranJdikalangan rakyat, 

dihukumJdengan hukumanJpenjara setinggitingginya sepuluhjtahun.” 

(2)  

“BarangWsiapa menyiarkanWsuatu beritaWIatau mengeluarkan 

pemberitahuan,jyang dapatjmenerbitkan keonaranjdikalangan rakyat, 

sedangkanjia patut dapat menyangkaNbahwa beritaMNatau 

pemberitahuanJitu adalahJbohong, dihukumJdengan penjarajsetinggi-

tingginya tigajtahun.” 

 

DalamNPasal 14Nunsur-unsur yangNterkait denganNtindak pidana 

keonaranJantaraJlain: 

- BarangJSiapa; 

                                                           
7 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, 

Pustaka Pelajar, Hal.280 
8 Anonim, Penelitian Hukum Dikelompokkan Berdasar Sifat dan Fokus Kajian, Dalam 

https://idtesis.com/penelitian-hukum-dikelompokkan-berdasar-sifat-dan-fokus-kajian/ , Minggu, 

29 Oktober 2020 Pukul 20.18 WIB. 

https://idtesis.com/penelitian-hukum-dikelompokkan-berdasar-sifat-dan-fokus-kajian/
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Unsurjbarang siapajmerupakan unsurjsubjek tindakjpidana ataujpelaku 

darijtindak pidana.jKata barangjsiapa jugajmenunjukkan bahwajsiapa saja 

dapatjmenjadi pelakujtindak pidana,jdengan tidakjmembedakan misalnya 

laki-lakijdan perempuan,jtua danjmuda, danjsebagainya. Haljini dengan 

menperhatikanjsisem KUHPjdi manajhanya manusiaj(natuurlijkjpersoon) 

sajaMyang dapatMmelakukan suatuMtindak pidana.MBadan hukum 

(rechtspersoon),jatau lebihjluas lagijsuatu korporasi,jtidak dapat melakukan 

tindakjpidana.9 

Sejumlahjtindak pidanajyang diaturjdi luarjKUHP, telahJmengenal 

korporasijsebagai subjek/pelakujtindak pidana,jmisalnya Undang-Undang 

Nomorj31 Tahunj1999 tentangnPemberantasan TindakJPidana Korupsi 

yangjtelah diubahjoleh Undang-UndangjNomor 20jTahun 2001,Jdi mana 

subjekjdari tindakjpidana korupsijadalah “setiapjorang”, yangjdalam Pasal 

1jangka 3jdikatakan bahwa,j“setiap orangjadalah orangjperseorangan atau 

termasukjkorporasi”; jsedangkan dalamjPasal 1jangka 1jdikatakanjbahwa: 

“KorporasiNadalah kumpulanNorang danNatau kekayaanNyang 

terorganisasiJbaik merupakanjbadan hukumjmaupun bukanjbadan 

hukum”.  

“Tetapi,Jkorporasi sebagaiJsubjek tindakJpidana belumJditerima untuk 

KUHP.JDengan demikianJmaka tindakJpidana dalamJPasal 372JKUHP 

tentangWpenggelapan, hanyaWdapat dilakukanWoleh manusia/orang 

perseoranganJbelaka.”10 

- menyiarkanJberita atauJpemberitahuanJbohong 

“UnsurJini merupakanNunsur objekNdari tindakNpidana, diJmana 

objeknyaJyaitu beritaJatau pemberitahuanJbohong. MenurutJKamus Besar 

BahasaJIndonesia, beritaJ(be.ri.ta) berarti:11 

1) ceritaJatau keteranganJmengenai kejadianJatau peristiwaJyg hangat; 

kabar;J 

2) laporan; 

                                                           
9 Teguh Prasetyo, 2013, Hukum Pidana, Dalam Andreas. C.A Loho, Alasan Pemberat Dan Peringan 

Pidana Terhadap Delik Penggelapan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lex Crimen 

Vol. VIII/No.12/Des/2019, Hal. 21. 
10 Andreas. C.A Loho, Alasan Pemberat Dan Peringan Pidana Terhadap Delik Penggelapan Dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lex Crimen Vol. VIII/No.12/Des/2019, Hal. 21. 
11 https://kbbi.web.id/berita, Diakses pada 12 November 2020 Pukul 09.44 WIB. 

https://kbbi.web.id/berita
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3) pemberitahuan;Ndan  

4) pengumuman.”N 

Jadi,jberita dapatjmempunyai artijyang samajdengan pemberitahuan, di 

manajberita/pemberitahuan tersebutjsecara umumjberarti setiapjcerita atau 

keteranganjmengenai kejadianjatau peristiwajyang hangat;Jsetiap kabar; 

setiapJlaporan; danjsetiap pengumuman.jKata bohongj(bo.hong), menurut 

KamusjBesar BahasajIndonesia,jberarti:12 

1) tidakJsesuai denganJdng halJ(keadaan dsb)Jyg sebenarnya;Jdusta; 

2) bukanJyg sebenarnya;Jpalsu”.  

Berdasarkanjketerangan dalamjKamus BesarjBahasa Indonesiajdapat 

dikatakan bahwaJmenyiarkan beritaJatau pemberitahuanJbohong berarti 

memberitahukanJkepada umumN(melalui radio,Nsurat kabarNdsb) atau 

mengumumkanN(berita dsb)Nsetiap ceritaMatau keteranganNmengenai 

kejadianMatau peristiwaNyang hangat;Nsetiap kabar;Jsetiap laporan;Jdan 

setiapNpengumuman; yangNisinya tidakJsesuai denganJhal atauJkeadaan 

yangJsebenarnya atauJpalsu. 

“Penafsiranjmenurut tatajbahasa darijunsur inijboleh dikatakanjdapat 

mencakupjperbuatan menyiarkanjhoaks (hoax),jyaitu menyiarkanj“berita 

palsujyang mengandungjinformasi yangjsengaja menyesatkanjorang dan 

memilikiJagenda politikJtertentu”.”13 

- denganJsengaja 

“UnsurW“dengan sengaja”W(opzettelijk) merupakanWunsur yang 

berkenaanjdengan sikapJbatin atauJkesalahan (schuld)Jsi pelaku.JUnsur 

“denganjsengaja” dalamjPasal 372jKUHP inijmenunjukkan bahwajtindak 

pidanajini merupakanjtindak pidanaj(delik) sengaja.JPengertian sengaja 

(opzet;Jdolus), menurutNrisalah penjelasanN(memorie vanNtoelichting) 

terhadapJKUHP BelandaJ1881, yaitujsengaja itujsama denganjwillens en 

wetensj(dikehendaki danjdiketahui).”14j“Dalam perkembanganJsekarang 

                                                           
12 https://kbbi.web.id/bohong, Diakses pada 12 November 2020 Pukul 09.44 WIB. 
13 Eldmer C.G. Lewan, Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang 

Peraturan Hukum Pidana Sebagai Dasar Penuntutan Perbuatan Menyiarkan Berita Bohong 

(Hoax), Lex Crimen Vol. VIII/No. 5/Mei/2019, Hal. 99. 
14 Andi Hamzah, 2010, Asas-asas Hukum Pidana, Dalam Andreas. C.A Loho, Alasan Pemberat 

Dan Peringan Pidana Terhadap Delik Penggelapan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana, Lex Crimen Vol. VIII/No.12/Des/2019, Hal. 21. 

https://kbbi.web.id/bohong
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ini,Jpengertian kesengajaanJtelah berkembangJsehingga mencakupNtiga 

bentukJkesengajaan,Jyaitu:15 

a. kesengajaanJsebagaiJmaksud;  

b. kesengajaanJsebagai kepastian,Jkeharusan;Jdan 

c. dolusJeventualis.” 

- menerbitkanJkeonaranJdikalanganJrakyat 

Unsurj“menerbitkan keonaranNdi kalanganNrakyat” menunjukkan 

bahwaJperbuatanJpelakuJmenimbulkan suatuJakibatJtertentu.  

“UnsurJ“menerbitkan keonaranJdi kalanganMrakyat”Nmenunjukkan 

perbuatanMmenyiarkan beritaMbohong yangMdilakukan pelakuMharus 

menimbulkanJakibat tertentu,Jyaitu akibatJberupa terbitnyaJkeonaran di 

kalanganjrakyat. Unsurjini menunjukkanjbahwa Pasalj14 ayatj(1) Undang-

UndangjNomor 1jTahun 1946jmerupakan suatujdelik denganjperumusan 

materialJatau delikJmaterial.  

DelikJmaterial adalahJdelik yangJ“titik beratnyaJpada akibatJyang 

dilarang,jdelik itujdianggap selesaijjika akibatnyajsudah terjadi,jbagaimana 

caraJmelakukan perbuatanJitu tidakJmenjadiJmasalah”.”16 

“Inijberbeda denganjdelik formal,jyaitu “delikjyang dianggapjselesai 

denganjdilakukan perbuatanjitu, ataujdengan perkataanjlain titikjberatnya 

beradaNpada perbuatanNitu sendiri”.”17 Jadi,Mpenuntut umumNharus 

membuktikanMbahwa akibatJperbuatanMmenyiarkan dariNterdakwa itu 

terbitJkeonaran diJkalangan rakyat.  

KataJonar, menurutJKamus BesarJBahasa Indonesia,Jberarti “1Jhuru 

hara;Jgempar; 2Jkeributan;Jkegaduhan”.18JKata onarjdalam KamusjBesar 

BahasajIndonesia menunjukkanjbahwa onarjmencakup kejadianjhuru hara, 

gempar,jkeributan, kegaduhan,jyang dapatjberupa hurujhara fisikjataupun 

kegemparanjnon fisikjsaja sepertijperdebatan dijkalangan rakyat.jDengan 

adanyajunsur “denganJsengaja” diJdepan kataJ“menerbitkanNkeonaran 

                                                           
15 Moeljatno, 1984, Asas-Asas Hukum Pidana, Dalam Andreas. C.A Loho, Alasan Pemberat Dan 

Peringan Pidana Terhadap Delik Penggelapan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 

Lex Crimen Vol. VIII/No.12/Des/2019, Hal. 21. 
16 Teguh Prasetyo, 2013, Hukum Pidana, Eldmer C.G. Lewan, Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Sebagai Dasar Penuntutan 

Perbuatan Menyiarkan Berita Bohong (Hoax), Lex Crimen Vol. VIII/No. 5/Mei/2019, Hal. 103 
17 Ibid. 
18 https://kbbi.web.id/onar, Diakses pada Diakses pada 12 November 2020 Pukul 09.44 WIB. 

https://kbbi.web.id/onar
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dikalangan rakyats” berartijpula unsurj“menerbitkan keonaranjdikalangan 

rakyat”jdiliputi olehjunsur “denganjsengaja”.jKarenanya, jaksaJpenuntut 

umumJharus perluJmembuktikan bahwaJpelaku memangJmenghendaki 

terbitnyaJkeonaranJdi kalanganJrakyat. 

 

SedangkanJdalam PasalJ14, diaturJjuga dalamJPasal 15: 

“BarangJsiapa menyiarkanJkabar yangNtidak pastiNatau kabarNyang 

berkelebihanJatau yangJtidak lengkap,Jsedangkan iaJmengerti setidak-

tidaknyajpatut dapatjmenduga, bahwajkabar demikianjakan ataujmudah 

dapatNmenerbitkan keonaranMdikalangan rakyat,Mdihukum dengan 

hukumanJpenjara setinggiJtingginya duaJtahun” 

 

Unsur-unsurJdalam PasalJ15 antaraJlain: 

- BarangJsiapa; 

“UnsurJbarang siapaJmerupakan unsurJsubjek tindakNpidana atau 

pelakuJdari tindakJpidana. KataJbarang siapaJjuga menunjukkanJbahwa 

siapaJsaja dapatjmenjadi pelakujtindak pidana,jdengan tidakjmembedakan 

misalnyajlaki-laki danjperempuan, tuajdan muda,jdan sebagainya.jHal ini 

denganjmenperhatikan sisemjKUHP dijmana hanyajmanusia (natuurlijk 

persoon)jsaja yangjdapat melakukanjsuatu tindakjpidana. BadanJhukum 

(rechtspersoon),jatau lebihjluas lagijsuatu korporasi,jtidak dapat melakukan 

tindakJpidana.”19 

Sejumlahjtindak pidanajyang diaturjdi luarjKUHP, telahjmengenal 

korporasijsebagai subjek/pelakujtindak pidana,jmisalnyajUndang-Undang 

Nomorj31 Tahunj1999 tentangjPemberantasan TindakjPidana Korupsi 

yangJtelah diubahjoleh Undang-UndangjNomor 20jTahun 2001,jdi mana 

subjekjdari tindakjpidana korupsijadalah “setiapjorang”, yangjdalam Pasal 

1jangka 3jdikatakan bahwa,j“setiap orangjadalah orangjperseorangan atau 

termasukjkorporasi”; jsedangkan dalamjPasal 1jangka 1jdikatakan bahwa: 

“Korporasijadalah kumpulanjorang danjatau kekayaanjyang 

terorganisasijbaik merupakanjbadan hukumjmaupun bukanjbadan 

hukum”.j 

 

                                                           
19 Teguh Prasetyo, 2013, Hukum Pidana, Dalam Andreas. C.A Loho, Alasan Pemberat Dan 

Peringan Pidana Terhadap Delik Penggelapan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 

Lex Crimen Vol. VIII/No.12/Des/2019, Hal. 21. 
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“Tetapi,Mkorporasi sebagaiNsubjek tindakNpidanaNbelum diterima 

untukMKUHP.JDengan demikianJmaka tindakJpidana dalamJPasal 372 

KUHPJtentang penggelapan,Jhanya dapatJdilakukan olehJmanusia/orang 

perseoranganJbelaka.”20 

- MenyiarkanJkabar yangJtidak pastiJatau kabarJyang berlebihanJatau yang 

tidakJlengkap; 

KabarNsendiri menurutNKamus BesarNBahasa IndonesiaN(KBBI) 

laporanNtentang peristiwaNyang biasanya belum lamaNterjadi;Nberita; 

warta:Jdia mendapatJ-- bahwa saudaranyaJnaik haji;-- dibawaJpikat dan 

langau,Jki kabarJyang belumjtentu kebenaranjdan sumbernya;jindah -- dari 

rupa,jpb beritajyang tersebarjbiasanya lebihjhebat daripadajkenyataan yang 

sebenarnya;j 

Sedangkanjmaksud menyiarkanjkabar yangjtidak pastinatau kabar 

yangjberlebihan ataujyang tidakjlengkap dijdalam Pasalj15 adalah,jlaporan 

terhadapjsuatu peristiwajyang belumjlama terjadi,jyang laporanjterhadap 

peristiwajtersebut memilikiJkepastian yangJdiragukan atauJbisa disebut 

denganjtidak pastijatau darijkabar yangjia siarkanjtersebutjlaporan yangjia 

siarkanNdilebih-lebihkan atauMtidak sesuaiWdengan peristiwaMyang 

sebenarnyanterjadi atauJbahkan menyiarkanJkabar atasJperistiwa tetapi 

kabarJyang iaJsiarkan tidakJlengkap. 

- iajmengerti setidak-tidaknyaJpatut dapatJmenduga, bahwaJkabar 

demikianjakan ataujmudah dapatjmenerbitkan keonaranjdikalangan rakyat; 

DariNapa yangNdisiarkan tersebut,Npelaku tindakNpidana dinilai 

melakukanNperbuatan menyiarkanNkabar tersebutNdengan sadarMdan 

mengertiNdari apaNyang iaNlakukan denganNmenyiarkan kabarNtersebut 

mudahNdapatNmenimbulkan/menerbitkanNkeonaranNdikalangan rakyat 

secaraJluas. 

 

DalamjUndang-Undang Nomorj1 Tahunj1946 tentangjPengaturan Hukum 

Pidanajkhususnya yangjada padajPasal 14jdan Pasalj15 yangjmengatur tentang 

tindakJpidana penyiaranJberita bohongJterhadap publikJmemiliki perbedaan 

                                                           
20 Andreas. C.A Loho, Alasan Pemberat Dan Peringan Pidana Terhadap Delik Penggelapan Dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lex Crimen Vol. VIII/No.12/Des/2019, Hal. 21. 
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denganJPenyiaran beritaJbohon denganJyang diaturJdalam Undang-Undang 

NomorJ11 Tahunj2008 tentangjInformasi danjTransaksi Elektronikj(ITE) yang 

dimuatjdalam Pasalj28, yaitu:j 

(1) SetiapjOrang denganjsengaja danjtanpa hakjmenyebarkan beritajbohong 

danjmenyesatkan yangjmengakibatkan kerugianjkonsumen dalam Transaksi 

Elektronik.j 

 

(2) SetiapjOrang denganjsengaja danjtanpa hakjmenyebarkan informasijyang 

ditujukanjuntuk menimbulkanjrasa kebencianJatau permusuhanJindividu 

dan/atauJkelompok masyarakatJtertentu berdasarkanJatas suku,Jagama, 

ras,Jdan antargolonganJ(SARA). 

 

DalamNPasal 45NAyat (2) Undang-UndangNNomor 11NTahun 2008 

tentangNInformasi danJTransaksi ElektronikJ(ITE) memuatJtentang ancaman 

pidanaJyang antaraJlain: 

“SetiapJOrang yangJmemenuhi unsurNsebagaimana dimaksudJdalam 

PasalJ28 ayatJ(1) atauJayat (2)Jdipidana denganJpidana penjaraJpaling 

lamaJ6 (enam)Jtahun dan/atauJdenda palingjbanyak Rp1.000.000.000,00 

(satuJmiliarJrupiah).” 

 

DalamJPasal 28JAyat (1)Jberita bohongJ(hoax) yangJdisebarkan oleh 

siapasajaJdengan sengajaJdan tanpaJhak sehinggaJmengakibatkan kerugian 

konsumenJdalam TransaksiJElektronik, yangJmembedakan denganJPasal 14 

Undang-UndangNPeraturan HukumNPidana adalahNpada akibatMyang 

ditimbulkanNoleh perbuatanNpidana yangJdilakukan, yaituJpada PasalJ28 

AyatJ(1) Undang-UndangjITE adalahjberita bohongjyang disebarkanjsecara 

sengajaJdan tanpaJhak sehinggaJmengakibatkan kerugianJkonsumen dalam 

TransaksijElektronik, sedangkanjdalam Pasalj14 Undang-UndangjPeraturan 

HukumjPidana, beritajbohong yangjdisebarkan menimbulkanjkeonaran atau 

kegaduhanjdikalangan masyarakatjatau rakyatjluas. 

PerbedaanJpenyebaran beritaJbohong (hoax)Jyang adaJpada PasalJ28 

Undang-UndangJNomor 11JTahun 2008Jtentang InformasiJdan Transaksi 

ElektronikJ(ITE) denganJPasal 14Jdan Pasal 15JUndang-Undang NomorJ1 

TahunJ1946 tentangJPengaturan HukumJPidana adalahJpada saranaJyang 

digunakanJdalam melakukanJtindak pidanaNmenyebarkan beritaNbohong 

tersebut, 
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YangNmembedakan adalahNunsur-unsur dariNsetiap PasalNdalam 

undang-undangJtersebut, kerjaanJpalsu keratonJagung sejagatJdijerat dengan 

PasalJ14 Undang-UndangJNomor 1JTahun 1946Jtentang PengaturanjHukum 

PidanaNyang memuatNpenyebaran beritaMyang menerbitkanMkeonaran 

dikalanganNrakyat, tetapiNdapat dimungkinkanNjika KetikaNmelakukan 

penyebaranNberita palsuJtersebut digunakanJalat-alat elektronikNsehingga 

bisaNmemenuhi unsurNdari PasalJ28 Undang-UndangNNomor 11JTahun 

2008JtentangJInformasiJdanJTransaksiJElektronikJ(ITE). 

B. Pendirian Kerajaan Baru dapat dikategorikanJsebagai tindakJpidana 

keonaran berdasarkanJUndang-Undang 

DalamJKasus KerajaanJPalsu atauJKeraton SejagadJyang bertempatjdi 

KabupatenJPurworejo,Jkegiatan yangJdilakukan olehJToto SantosoNyang 

mengakuNsebagai RajaNdari KeratonNSejagad tersebutNmenyebarkan 

berita bohongNberupa adanyaNKerajaan baruNyang mengakuNsebagai 

keturunanNdari RajaNSanjaya keturunanNRaja MataramNyang kemudian 

meneruskanJpendirianJkerajaanJdiJPurworejo 

TotojSantosa, orangjyang mengakujsebagai pemimpinjKeraton Agung 

Sejagat,Jbersama istrinya,JFanni Aminadia,Jmulai dikenalNluas setelah 

menggelarjacara Wilujenganjdan KirabjBudaya, awaljJanuari 2020,jdi Desa 

PogungjJuru Tengah,jKabupaten Purworejo,jJateng. Menyebutjsebagai raja-

ratuNkerajaan itu,Nmereka mengklaimNmemiliki banyakNpengikut dan 

mendirikanJsejumlah bangunanJdi desaJitu. TindakanJdan ucapanJmereka 

kemudianjdiliput olehjmedia secarajmeluas danjmemunculkan kontroversi.  

“PoldaNJateng kemudianNmenahan TotoNdan istrinya,Npertengahan 

JanuariJ2020, danJtidak lamaJkemudian menetapkannyaJsebagai tersangka 

kasusJdugaan penipuanJdan kebohongan. KeduanyaJdisangka menarikJdana 

dariJmasyarakat denganJmenggunakan tipuJdaya melaluiNsimbol-simbol 

kerajaanNdengan harapanMkehidupan akanNberubah. DilaporkanMToto 

mengklaimNsebagai rajaNpenerus kerajaanJMajapahit. SepekanJkemudian, 

21JJanuari 2020,JToto-Fanni membukaJsuara danJmeminta maafJmelalui 

media,Jserta mengakuJkeraton yangJdidirikannyaJfiktif.”21 

                                                           
21 BBC News, ‘Raja dan Ratu Keraton Sejagat’ Dihukum Penjara 1,6 Tahun Karena ‘Menyebarkan 

Berita Bohong’, Dalam 'Raja dan Ratu Keraton Sejagat' dihukum penjara empat tahun dan 1,6 

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54157903
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WalaupunJToto akhirnyaJmengaku kerajaannyaJfiktif belaka,Jnamun 

munculjpertanyaan tentangjapa yangjdisebut sebagaij'kemampuannya' dalam 

menghimpunJanggota, yangJmenurut polisiJmencapai 500Jorang, Peneliti 

tentangNkemunculan kerajaan-kerajaanN'baru' diNIndonesia, sosokNToto 

memilikiNkemampuan "masukNke dalamNstruktur keyakinanNmasyarakat 

sehinggaJmampu mendapatJpengikut danJpercaya apaJyang dikatakannya. 

“SebagianJbesar pengikutJToto berasalJdari kalanganJmenengah ke 

bawahJsecara ekonomi,Jdengan latarJpendidikan "kurangJmemadai", serta 

sebagianNbesar berusiaNtua. PadaNkondisi masyarakatNyang memiliki 

ekonomiJmenengah kebawah,Jsecara psikologisJketika adaJseseorang yang 

menawarkanJtentang adanyaJpenyelamat dunia,Jmereka akanJcenderung 

tergerakJdan bergabungJdalam kelompokJtersebut.”22 

Pemenuhanjunsur-unsurjyang dilakukanjoleh Tersangkajtindak pidana 

penyebaranNberita bohongNsehingga menimbulkanNberita bohongMini 

didasarkanJpada alatJbukti alatJbukti yangJdikumpulkan olehJtim penyelidik 

danJpenyidik sehinggaJdapat dijadikanJbukti yangJnantinya akanJdibawa 

dalamJpengadilan. 

BeliauJmenerangkan pemenuhanJunsur-unsurJini harusJsesuai dengan 

PasalJ183 danJ184 AyatJ(1) KitabJUndang-Undang HukumJAcara Pidana 

(KUHAP)jsehingga hakimjdapat menjatuhkanJpidana kepadaJtersangka. 

Pasalj183 KitabjUndang-Undang HukumjAcara Pidanaj(KUHAP): 

“HakimNtidak bolehNmenjatuhkan pidanaNkepada seorangNkecuali 

apabilaNdengan sekurang-kurangnyaNdua alatNbukti yangNsah ia 

memperolehNkeyakinan bahwaNsuatu tindakNpidana benar-benar 

terjadiJdan bahwaJterdakwalah yangJbersalah melakukannya.” 

1. KeteranganJSaksi 

SaksiJmenurut PasalJ1 AngkaJ1 Undang-UndangJNomor 13JTahun 

2006jtentang PerlindunganjSaksi danjKorban, Saksijsendiri adalahjorang 

yangMdapat memberikanMketerangan gunaMkepentingan penyelidikan, 

penyidikan,Jpenuntutan, danJpemeriksaan diJsidang pengadilanJtentang 

suatuJperkara pidanaJyang iaJdengar sendiri,Jia lihat sendiri,Jdan/atau ia 

alamiJsendiri. 

                                                           
tahun karena 'menyebarkan berita bohong' - BBC News Indonesia Diakses pada 28 Oktober 2020, 

Pukul 12.22 WIB. 
22 Ibid. 

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54157903
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“PasalJ185 Undang-UndangJRepublik IndonesiaJNomor 8JTahun 

1981Jtentang HukumJAcara Pidana.JBagian KeempatJPembuktian dan 

PutusanJDalam AcaraJPemeriksaanjBiasa:23 

a. KeteranganJsaksi sebagaiJalat buktiJialah apaJyang saksiJnyatakan di 

sidangJpengadilan.  

b. Keteranganjseorang saksijsaja tidakjcukup untukjmembuktikan bahwa 

terdakwajbersalah terhadapjperbuatan yangjdidakwakan kepadanya. 

c. Ketentuanjsebagaimana dimaksudjdalam ayatj(2) tidakjberlaku apabila 

disertaijdengan suatujalat buktijyang sahjlainnya. 

d. Keteranganjbeberapa saksijyang berdirijsendiri-sendiri tentangjsuatu 

kejadianjatau keadaanjdapat digunakanjsebagai suatujalat buktijyang 

sahJapabila keteranganJitu ada,Jhubungannya satuJdengan yangJlain 

sedemikianJrupa, sehinggaJdapat membenarkanJadanya suatujkejadian 

atauJkeadaanJtertentu. 

e. BaikJpendapat maupunJrekàan, yangJdiperoleh dariJhasil pemikiran 

saja,Jbukan merupakanJketeranganJsaksi. 

f. DalamNmenilai kebenaranNketerangan seorangNsaksi, hakimNharus 

denganJsungguh-sungguhJmemperhatikan: 

1) persesuaianJantara keteranganJsaksi satuJdengan yangJlain; 

2) persesuaianJantara keteranganJsaksi denganJalat buktiJlain; 

3) alasanNyang mungkinNdipergunakan olehNsaksi untukNmemberi 

keteranganJyangJtertentu; 

4) caraNhidup danNkesusilaán saksiJserta segalaJsesuatu yangJpada 

umumnyaNdapat mempengaruhiNdapat tidaknyaNketerangan itu 

dipercaya.”N 

“KeteranganJdari saksiJyang tidakJdisumpah meskipunJsesuai satu 

denganjyang lainjtidak merupakanjalat buktijnamun apabilajketerangan 

ituNsesuai denganMketerangan dariMsaksi yangMdisumpah dapat 

dipergunakanjsebagai tambahanjalat buktijsah yangjlain. Satujsaksi bukan 

saksi,junus testisjnullus testis,jyaitu: keteranganjsatu saksi,jtidaklah cukup 

                                                           
23 Endra Revalino Bunaen, Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Yang Sah Terhadap Pemeriksaan 

Perkara Perdagangan Orang di Pengadilan, Lex Crimen Vol. IV/No. 6/Ags/2015, Hal. 182-183 
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membuktikanMkesalahan terdakwaMatas seluruhMdakwaan, kecuali 

diperkuatNalatNbuktiNlain.”24 

DalamNhal pembuktianNunsur-unsur tindakJpidana beritaJbohong 

olehJToto Santoso,jsaksi diambiljdari masyarakatjsekitar yangjsetidaknya 

mengertijkegiatan apajyang dilakukanjoleh TotojSantoso danjpengikutnya 

dalamJKerajaan KeratonJSejagad danJSebagian saksiJjuga diambilJdari 

pengikutJToto SantosoJsendiri. 

SaksiJmenjadi pembuktianJyang sangatNpenting menurutNBeliau 

dalamJpemeriksaan kasusjkerajaan fiktifJini, karenajkondisi lapanganjdan 

unsurNkeonaran yangNdimaksud dapatNdibuktikan melaluiJketerangan 

saksi-saksi. 

2. KeteranganJAhli 

MenurutJPasal 1JAngka 28JKitab Undang-UndangJHukum Acara 

Pidana,Jketerangan ahliJadalah keteranganJyang diberikanJoleh seorang 

yangNmemiliki keahlianNkhusus tentangNhal yangNdiperlukan untuk 

membuatjterang suatujperkara pidanajguna kepentinganjpemeriksaan. 

AhliJmemiliki peranJyang sangatJpenting dalamJmenjelaskan hal-

halJyang lebihJspesifik kepadaJpenyidik atauNbersaksi didepanNhakim 

sehinggaJdari keteranganJketerangan yangJdiberikan olehJseorang ahli 

dapatjmemberikan petunjukjterhadap suatujperkara pidanajtertentu. 

TidakMterkecuali kasusMKeraton SejagadMyang membutuhkan 

keteranganJahli untukJupaya pembuktianJunsur-unsur yang ada dalam 

pasalNyang disangkakanNkepada tersangka.MBapak AriNWidiastanto 

menjelaskanNKepolisian menggaetNbeberapa ahliNseperti ahliNsejarah 

untukNmemberikan keteranganNterkait apakahNada hubunganMantara 

keratonNsejagad yangNdipimpin olehJToto SantosoJdengan kerajaan-

kerajaanjyang memangjasli danjada, garisjketurunannya apakahjada Toto 

Santoso,jatau hanyajfiktif belakangjyang dimanfaatkanjoleh tersangka. 

SelainNitu, kepolisianMjuga sempatMmeminta keteranganMdari 

perkumpulanJraja-raja pemimpinJkerajaan yangJmemang keberadaannya 

                                                           
24 Andi Hamzah, 2008, Terminologi Hukum Pidana, Dalam Endra Revalino Bunaen, Keterangan 

Saksi Sebagai Alat Bukti Yang Sah Terhadap Pemeriksaan Perkara Perdagangan Orang di 

Pengadilan, Lex Crimen Vol. IV/No. 6/Ags/2015, Hal. 182. 
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diakuiJuntuk memintaJketerangan terkaitNkeberadaan keratonNsejagad 

apakahNmemang diakuiNatau tidak.NHal tersebutNguna menentukan 

pemenuhanjunsur-unsur beritajbohong yangjdisiarkan olehjToto Santoso 

terkaitjkerajaan yangjia pimpin. 

3. Surat 

MenurutJSudikno Mertukusumo,Jsurat adalahJsegala sesuatuJyang 

memuatJtanda-tanda bacaanJyang dimaksudkanJuntuk mencurahkanJisi 

hatiJatau untukJmenyamaikan buahJpikiran seseorangJdan dipergunakan 

sebagaiJpembuktian. DiJdalam KUHAPJsendiri tidakJdiberikan definisi 

yangJjelas terkaitJdengan alatJbukti Surat.JMelainkan hanyaJmemberikan 

penjelasanNbahwa suratNsebagai alatNbukti harusNdibuat atasNsumpah 

jabatanJatau dikuatkanJdengan sumpahJ(Pasal 187JKUHAP). 

“HalJini berarti,Jyang dapatJdikategorikan sebagaiJalat buktiJsurat 

adalahjhanya suratjyang dibuatjatas sumpahjjabatan ataujyang dikuatkan 

denganJsumpah. DiluarJdari keduaJsyarat ini,Jtidak bisaJdikategorikan 

sebagaiNalat buktiNsurat, SecaraNgaris besar,Njenis-jenis alatJbukti surat 

yangJdimaksud dalamJpasal 187JKUHAP adalah:”25 

a. SuratMbiasa, yakniMsurat yangMsejak semulaNdiperuntukan untuk 

membutktikanJsesuatu. 

b. SuratJdi bawahJtangan, yakniJyang dibuatkanJuntuk pembuktian. 

c. Suratjotentik, yaknijberita acarajdan surat-suratjyang lainjdalam bentuk 

resmiNyang dibuatNoleh atauNdihadapan pejabatNumum (penyidik, 

Notaris,JHakim) yangJdapat diperinciJmenjadi duaJkelompok; 

d. ActaJambteljk, yakniJakta otentikjyang dibuatjsesuai kehendakjpejabat 

umumJtersebut. 

e. AkteJpartij, yaknijakte otentikjyang dibuatjoleh parajpihak dihadapan 

pejabatjumum. 

4. PetunjukN 

PetunjukMadalah perbuatan,Mkejadian atauMkeadaan yangMkarena 

persesuaiannya,jbaik antarajyang satujdengan yangjlain, maupunjdengan tindak 

                                                           
25 Boris Tampubolon, Pahami Alat Bukti Dalam Hukum Pidana Menurut KUHAP- Surat, Pahami 

Alat Bukti Dalam Hukum Pidana Menurut KUHAP - Surat - Konsultan Hukum Professional, 

Diakses Pada 1 November 2020 Pukul 13.11 WIB 

http://konsultanhukum.web.id/pahami-alat-bukti-dalam-hukum-pidana-menurut-kuhap-surat/
http://konsultanhukum.web.id/pahami-alat-bukti-dalam-hukum-pidana-menurut-kuhap-surat/
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pidanaNitu sendiri,Nmenandakan bahwaJtelah terjadiJsuatu tindakJpidana 

dan siapaJpelakunya (PasalJ188 AyatJ1 KUHAP). 

“PetunjukNhanya dapatNdiperoleh dariNketerangan saksi,Nsurat 

dan/ataujketerangan terdakwaj(Pasal 188jAyat 2).jPetunjuk sesungguhnya 

merupakanjkesimpulan yangjditarik olehjhakim berdasarkanjketerangan 

danjfakta-fakta yangjterungkap dijpersidangan. Hakimjlah yangjmemiliki 

kewenanganNuntuk melakukanNpemeriksaan danNpenilaian terhadap 

kekuatanJsuatu petunjukJdengan penuhJkecermatan, keseksamaan,Jarif, 

bijaksanajdan berdasarkanjhati nuraninya.j(Pasal 188jAyat 3jKUHAP).”26 

5. KeteranganJTerdakwa 

KeteranganNterdakwa adalahMketerangan yangMdiberikan oleh 

terdakwaJdi depanJpersidangan tentangJperbuatan yangJia laukanJatau 

yangJia ketahuiJsendiri atauJalami sendiriJ(Pasal 189JAyat 1JKUHAP). 

KeteranganJterdakwa padaJprinsipnya hampirJsama denganJketerangan 

saksi.JBedanya, kalaujketerangan saksijitu disumpahjsedangkan terdakwa 

tidakjdisumpah.  

BerdasarkanNPasal 52NKUHAP, terdakwaNdiberikan hakNuntuk 

memberikanJketerangan secaraJbebas. YangJartinya ketikaJmemberikan 

keterangannyaJterdakwa tidakJboleh dipaksaJatau ditekanJoleh siapapun 

melainkanMterdakwa bebasMmemberikan keteranganMsesuai dengan 

keinginannya.N“Adanya kebebasanNdalam memberikanJketerangan ini 

tentuJmemberikan hakJkepada terdakwa,Japakah diaJakan memberikan 

keteranganJyang sesuai denganjapa yang teruraijdalam suratjBerita Acara 

PemeriksaanN(BAP) atauNsebaliknya, atauNdengan kataNlain semua 

tergantungNkepada terdakwaJapakah diJpersidangan diaJakan mengakui 

perbuatannyaJatau tidak.”27 

 

4. PENUTUP 

1. Kesimpulan 

                                                           
26 Boris Tampubolon, Pahami Alat Bukti Dalam Hukum Pidana Menurut KUHAP- Surat, Pahami 

Alat Bukti Dalam Hukum Pidana Menurut KUHAP - Surat - Konsultan Hukum Professional, 

Diakses Pada 1 November 2020 Pukul 13.11 WIB 
27 Boris Tampubolon, Pahami Alat Bukti Dalam Hukum Pidana Menurut KUHAP- Surat, Pahami 

Alat Bukti Dalam Hukum Pidana Menurut KUHAP - Surat - Konsultan Hukum Professional, 

Diakses Pada 1 November 2020 Pukul 13.11 WIB 

http://konsultanhukum.web.id/pahami-alat-bukti-dalam-hukum-pidana-menurut-kuhap-surat/
http://konsultanhukum.web.id/pahami-alat-bukti-dalam-hukum-pidana-menurut-kuhap-surat/
http://konsultanhukum.web.id/pahami-alat-bukti-dalam-hukum-pidana-menurut-kuhap-surat/
http://konsultanhukum.web.id/pahami-alat-bukti-dalam-hukum-pidana-menurut-kuhap-surat/
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DariJhasil penelitianJyang telahJdikemukakan diJatas, makaJpenulis dapat 

menarikJkesimpulan sebagaiJberikut: 

a. Unsur-unsurjtindak pidanajkeonaran dalamjPasal 14jAyat 1jUndang-Undang 

NomorJ1 TahunJ1946 tentangJPengaturan HukumJPidana antaraJlain: 

PasalJ14 

(1) 

“BarangJsiapa, denganJmenyiarkan beritaJatau pemberitahuanJbohong, 

denganjsengaja menerbitkanjkeonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan 

hukumanJpenjara setinggitingginyaJsepuluhJtahun.” 

 

(2)  

“BarangWNsiapa menyiarkanWNsuatu beritaWNatau mengeluarkan 

pemberitahuan,Wyang dapatNmenerbitkan keonaranNdikalangan rakyat, 

sedangkanjia patutjdapat menyangkajbahwa beritajatau pemberitahuanjitu 

adalahjbohong, dihukumjdengan penjarajsetinggi-tingginya tigajtahun.” 

 

YangJmembedakan antaraJPasal 14JUndang-Undang NomorJ1 Tahun 

1974Jdengan PasalJ45 Undang-UndangJITE adalahJmedia yangJdigunakan 

untukNmenyebarkan danJakibat dariNyang ditimbulkanNdari beritaJyang 

disebarkanJjuga menjadiJpembeda, yangNpertama diaturJdalam PasalJ14 

Undang-UndangJNomor 1JTahun 1946Jtentang PeraturanJHukum Pidana, 

apabilaMseseorang menyebarkanMberita bohongMdengan sengajaMdan 

menimbulkanWkeonaran dikalanganWmasyarakat, yangWkedua apabila 

seseorangNmenyebarkan beritaNbohong denganNmengakibatkan kerugian 

konsumenJdalam transaksijeletronik dan/ataujditujukan untukjmenimbulkan 

rasaNkebencian terhadapNsuatu ras,Jsuku, atauJagama tertentu.JUndang-

UndangJNomor 11JTahun 2008Jtentang InformasiJdan TransaksiJElektronik 

(ITE)Jyang dimuatJdalam PasalJ28, yaitu: 

(1) SetiapNOrang denganJsengaja danJtanpa hakJmenyebarkan berita 

bohongNdan menyesatkanJyang mengakibatkanNkerugian konsumen 

dalamJTransaksi Elektronik.  

 

(2) SetiapJOrang denganJsengaja danJtanpa hakJmenyebarkan informasi 

yangJditujukan untukJmenimbulkan rasaJkebencian atauJpermusuhan 

individuJdan/atau kelompokJmasyarakat tertentuJberdasarkan atas 

suku,Jagama, ras,Jdan antargolonganJ(SARA). 
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b. DalamNkasus kerajaanNpalsu yangNdidirikan olehNTotok SantosoNyaitu 

kerajaanNKeraton SejagadNmenimbulkan keonaranNdiantara masyarakat, 

pemenuhanJunsur tersebutJdi bagiJmenjadi 3Junsur yaitu: 

1) BarangJSiapa; 

2) menyiarkanJberita atauJpemberitahuanJbohong; 

3) denganJsengaja; 

4) menerbitkanJkeonaran dikalanganJrakyat. 

Pemenuhanjunsur-unsur jugajdidukung denganjberbagai alat-alatjbukti 

sebagaimanajdiatur dalamjPasal Pasalj184 Ayatj(1) KitabjUndang-Undang 

HukumjAcara Pidanaj(KUHAP) Alatjbukti yangjsah ialah:  

1) keteranganJsaksi;  

2) keteranganJahli;  

3) surat;N 

4) petunjukN 

5) keteranganJterdakwa. 

 

2. Saran 

a. BagiNMasyarakat, untukNmeningkatkan edukasiNmengenai bagaimana 

membedakanjberita hoax,jmulai denganjmelakukan cekjdan ricekjartikel-

artikelJyang dibacaJdengan melakukanNwebsurfing sehinggaJwawasan 

masyarakatJmeningkat, selainJitu masyarakat jugaJdapat melakukanJcek 

kejwebsite-website pemerintahjdan organisasijyang ikutjmembantu peran 

pemerintaJdalam membasmiJadanya penyebaranJberita palsu. 

b. BagiNPemerintah, peningkatanNsistem pemberantasanNberita hoax 

termasukjmemberikan wawasanjdan edukasijterhadap masyarakatjtentang 

hoaxjagar masyarakatJterhindar dariJhoax, membentukJtim-tim khusus 

untukjmelakukan pemberantasanjberita palsujdan mendukungjorganisasi-

organisasiNyang ikutMberpartisipasi memberantasMberita palsuMdan 

mengedukasiJmasyarakat tentangJadanya beritaJpalsu. 

c. BagiMpenagak hukum,Mmenegakkan hukumMbagi siapaMsaja yang 

menyebarkanJberita palsujdengan maksudjtujuan untukjmemecah belah, 

menimbulkanjkeresahan termasukjapa yangjdilakukan oleh Totok Santoso 
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yangJmengaku sebagaiJraja keratonJbentukannya yaituJKeraton Sejagad 

danjdampak-dampak negatifjlainnya agarjpelaku jera.jSelain itujpenegak 

hukumJjuga ikutJberperan dalamJmengedukasi masyarakatJagar paham 

tentangJbahaya beritajpalsu yangjsesungguhnya danjmenambah wawasan 

masyarakatjtentang bagaimanajmembedakan beritajasli denganjpalsu.

 


